STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR REVISI ANGGARAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

NOMOR SOP SDM-224-0T.02.02 TAHUN 2024
TANGGAL PEMBUATAN 25 JUNI 2024
TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PSOM HUKUM AN Hatt ~—

SEKRETARIAT
RAZILU
NP
REVISI ANGGARAN
: KUALIFIKAS| PELAKSANA :
1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur Sipil Negara; 1. Memahami peraturan tentang tata cara revisi anggaran;
B Permenkumham Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 2. Memahami peraturan tentang standar biaya masukan.
Kemenkumharm;
R Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun Biaya Masukan Tah 2024;
6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024;
B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
N Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Millk
Negars;
5 Peraturan Menteri Perencanaan ‘gunan Nasional/ Perencanaan Nasional Nomor
5 Tahun 2019
4o Peraturan Direktur Nomor juk Teknis Penilaian Indikator
Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga;
41 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.KU.02.01 Tahun 202 tentang Standardisasi Biaya
Transport Darat, Laut, atau Udara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
1, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan
Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
43 Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan
Akun Standar
1. SOP Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 1. Komputer/Printer
2..50P Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L) 2. Jaringan Internet
3. Peraturan Perundang-undangan
4. RKAKL/DIPA
PERINGATAN PENCATATAN DAN P :

‘Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, proses revisi anggaran DIPA di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM akan terhambat | Disimpan sebagai arsip dan dokumen
dan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan tepat waktu.
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Pelaksanaan Mutu Baku
o Pimpinan Unit Kerja & | Kepala Bagian e T | Operator Anggaran |, Ansore Tim it eterangan
Kepala Satuan Kerja di | Program dan Rm’;‘m | UnitKeria & Satuan | Peeten Fen £= Perbendaharaan/Kanwil - - output =
nganganrsom | peiporanapson | AT | o ™| dan g el Kementeran "o v ¥
Hukum dan HAM | Hukum dan HAM | 76820 BP0 | i dan HaM Kementerian Keuangan
Unit Kerfa & Satuan Kerja:
3. Matrk Semula-Menjadi Usulan Revis;
b. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
. Rencana Penarikan Dana (RPD);
oo o ol Jadwa revisi ditetapkan pada setiap awal
N Nota Dinas Usulan Revisi DIPA kepada Kepala 8PSDM Hukum dan o okumon AKBMN (fou Selana Modal) 2 hari Nota Dinas Usalan Revis pa | 216N aNggaran oleh Kepala 89SDM Hukum
HAM sesuai jadwal rvis anggaran yang telah ditetspkan.* dan HAM c.q Sekretaris BPSDM Hukum dan
(Dokumen Tambahan Khusus Satuan Kerja): o
3. Arsip Data Komputer (ADK);
b. DIPA Petikan sebelum Revisi;
. Konsep DIPA setelah Revisi;
d.Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran.
Menerima usulan revisi DIPA dari Unit Kerja & Satuan Kerja dan mendisposisian
; " L hari isposisi
kepada Sekretaris BPSDM Hokum dan HAM. sumaker Disposis
3 |Mersinsukn epl Bagan g g elapors ok mangras s sumater b oisposi
4 [ Mengkoordinasikan penyusunan anaisa usula revis dengan Ketua Tim Sumater b oiposs
Penyusunan Rencana dan Anggaran
Mengarahkan dan melakukan supervisi penyusunan analsa usulan revisi leh Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang
. L hari isa Usulan Revisi
Ketua Tim Penyusunan Rencana dan Anggaran Standar Biaya Masukan Kerangka Analisa Usulan Revis
12
T
Anggota Tim Penyusunan Rencana dan Angaaran menelaah usulan revisi DIPA - Seraturan terkait engangaaran:
berdasartan peratran et \T/ 4" . eraturn Menter Keuanga entang Stacar e ekl pongane
Biaya Masukan; g
6 g 2hari Catatan penelazhan 2. Bagan Akun Standar;
Dalam hal usulan revisi DIPA belum sesuai dengan peraturan terkait®, Operator 2. Peraturan Menteri @ Tata Cara atatan Penel s Standar
3.Tota Cara Revis Anggaran;
Anggaran Unit Kerja & Satuan Kerja melakukan perbaikan pada usulan revisi Revisi Anggaran. T
berdasarkan catatan penelaahan daritim Penyusunan Rencana dan Anggaran ¥ 5
[ Usulan revii yang harus direviu oleh APIP
1. Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran|
Penginputan Usulan Revis DIPA ke Aplikasi SAKT Kemenke. evisi Anggaran dalam fhal Pagu Anggara
1. Matrik Semula-Menjadi Usulan berubah;
Dalom halterdapat usulan revisi DIPA yang harus direviu oleh APIP*, Anggota Tim . S Pergeseran e rogram
7 | Penyusunan Rencana dan Anggaran BPSOM Hukum dan HAM berkoordinasi Aplikasi SAKTI Kemenkeu 2hari d & e e
2.Draft RKAK/L RevisiDIPA; | kecuali dalam rangka pemenuhan Belanja
dengan pihal APIP guna penerbitan Laporan Hasil Reviu (LHR) sebagai salah satu
elengkapan dokumen revisi DIPA. 3 DIPA Konsep. Operasional
whep . 3. Revis Angaaran dalam hal terdapat
Program/Kegiatan/KRO /RO baru
Melakukan reviu terhadap substansi usulan revii dan menerbitkan Loporan Hasi 1. Surat Permohonan Reviu ; Waktu bersifat tentatif mengikutijadwal
. anari Laporan Hasil Reviu (LHR)
Reviu (LHR), 2. Dokumen Usulan Revis DIPA poran Hasi Reviu (LHR) veviu dari APIP
Menerima Laporan Hasil Reviu (LHR) dan menyampaikan dokumen usulan revisi Perubahan Status Owner Usulan
9 |oiPAkepada Direktorat i / Diektorat enderal Dokumen Usulan Revis DIPA 1 Hari Revisi DIPA pada Aplikasi SAKTI
Kanwil Perbendaharazn Kementerian Keuangan Kemenkeu
kewenangan
Direktorat Jenderal Kementerian Keuzngan Catatan RRAK/L | Waktu gikutijadwal
o Dokumen Usulan Revis DIPA 2Hari
olam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran, maka akan okumen Usulan fe Hasi Revisi penelahan dari DJA
dilakukan penelahaan usulan revisi DIPA.

(RKAK/L) Hasil Revisi kepada masing-masing Unit Kerja & Satuan Kerja.




